BAB I1

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengetahuan
a. Definisi Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari usaha manusia untuk tahu. Pekerjaan
tahu tersebut adalah hasil dari kenal, insaf, mengerti, dan pandai (Salam, 2003).
Menurut Notoatmodjo (2003), pengetahuan (knowledge) adalah hasil tahu dari
manusia yang sekedar menjawab pertanyaan “What”. Pengetahuan merupakan
hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap
suatu objek tertentu. Penginderaan, penciuman, rasa, dan raba. Pengetahuan atau
kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan
seseorang (overt behavior).

Menurut Bloom dan Skinner pengetahuan adalah kemampuan seseorang
untuk mengungkapkan kembali apa yang diketahuinya dalam bentuk bukti
jawaban baik lisan atau tulisan, bukti atau tulisan tersebut merupakan suatu reaksi
dari suatu stimulasi yang berupa pertanyaan baik lisan atau tulisan (Notoatmodjo,
2003).

b. Kategori Pengetahuan
Menurut Arikunto (2006), pengetahuan dibagi dalam 3 kategori, yaitu:
a. Baik : Bila subyek mampu menjawab dengan benar 76% - 100% dari

seluruh petanyaan



b. Cukup : Bila subyek mampu menjawab dengan benar 56% - 75%

dari seluruh pertanyaan

c. Kurang : Bila subyek mampu menjawab dengan benar 40% - 55%
dari seluruh pertanyaan
c. Tingkat Pengetahuan Dalam Domain Kognitif
Menurut Notoatmodjo (2003) pengetahuan yang tercakup dalam domain
kognitif mempunyai 6 tingkatan, yaitu:
a. Tahu (Know)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari
sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah
mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang
dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu tahu ini
merupakan tingkat pengatahuan yang paling rendah
b. Memahami (Comprehension)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan
secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan
materi tersebut secara benar. Orang telah faham terhadap objek atau
materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan,
meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari.

c. Aplikasi (Aplication)
Aplikasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan

materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya).



d. Analisis

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau
suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam satu
struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain.
e. Sintesis

Menunjukkan pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau
menyambungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang
baru, dengan kata lain sintesis adalah kemampuan untuk menyusun suatu
formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.
f. Evaluasi

Berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau

penilaian terhadap suatu materi atau objek.

2.2 Otonomi Daerah

HAW. Widjaja (2005:17) proses peralihan dari sistem dekonsentralisasi

disebut pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan

pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam ra ngka

sistem birokrasi pemerintah.

Desentralisasi telah lama dianut dalam Negara Indonesia. Secara historis

asas desentralisasi itu telah dilaksanakan dizaman Hindia Belanda dengan adanya

undang-undang desentralisasi (Decentrakisatie wet) Tahun 1903. Secara empiris

asas tersebut selalu diselenggarakan bersama asas sentralisasi. Kedua asas tersebut

tidak bersifat dikotomi merupakan kontinum. Dalam penyelenggaraan pemerintah
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pemerintahan selama ini terjadi kecenderungan kearah sentralisasi. Sementara

undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 berusaha agar terjadi kearah desentralisasi.

Desentralisasi mengandung dua unsur pokok, unsur yang pertama adalah
terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah. Unsur yang kedua adalah
penyerahan sejumlah fungsi pemerintah kepada daerah otonom. Pembentukan
daerah otonom yang secara serentak merupakan kelahiran status otonomi yang
didasarkan atas aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat daerah atau wilayah
tertentu sebagai bagian dari bangsa dan wilayah Nasional Indonesia. Aspirasi
tersebut terwujud dengan diselenggarakannya Desentralisasi menjelma menjadi
daerah otonom. Otonomi Daerah adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang
berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyrakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyrakat.

Menurut C.S.T. Kansil Otonomi (2006:684) Otonomi adalah hak,
wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, terdapat tiga pola daerah
otonom yaitu provinsi, kabupaten dan kota provinsi disamping sebagai daerah
otonom juga ditetapkan sebagai daerah administratif dalam rangka desentralisasi.
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-
undang Dasar 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus urusan
pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu, diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
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pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya
saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Dengan adanya Otonomi Daerah maka setiap pemerintahan
yang ada didaerah juga mnegalami perubahan termasuk juga desa.

Salah satu tujuan dari pemberian otonomi daerah adalah untuk
meningkatkan pembangunan daerah yang bersangkutan agar dalam melaksanakan
kegiatan tersebut daerah tidak selalu tergantung dengan pemerintah pusat. Dalam
penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan

dana agar tujuan dari kegiatan otonomi tersebut dapat tercapai.

2.3 Otonomi Desa

Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan
masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi
Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian
yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan
Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan
Otonomi Daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai Yyang tertuang dalam Peraturan
Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak

asal-usul desa
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b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan
pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan
masyarakat.

c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota.

d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan
diserahkan kepada desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan
penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan
peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan
dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat
akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk
pembentukan desa yakni: Pertama, factor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500
kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan
pembinaan masyarakat, ketiga, factor letak yang memiliki jaringan perhubungan
atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana
perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima,
factor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan
bermasyarakat  dalam hubungan  adat istiadat, keenam,  faktor
kehidupanmasyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian

masyarakat.
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Konsep Otonomi Desa

Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi
asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.
Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki
oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan
asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik
hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta
dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi
desa dalam mewujudkan “Development Community” dimana desa tidak lagi
sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai
“Independent Community” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas
kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya
secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya
kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa
dalam pembangunan sosial dan politik. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda
dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan
daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan
adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa
atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
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masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui
dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan
pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi,
otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha (1997:12) menjelaskan
sebagai berikut :

a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi
oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada
“kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.

b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti
sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa
depan. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang
ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti
perkembangan desa tersebut.

Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi
wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada
desa. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada
kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena
itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan

otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara
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Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang
tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia.

Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut
tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam
ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk
mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan

perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2003:166).

Akuntabilitas

1. Konsep dan Pengertian Akuntabilitas

Miriam Budiarjo (1998: 78) mendefinisikan akuntabilitas sebagai
pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada
yang memberi mereka mandat. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban
dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai
lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus
menciptakan kondisi saling mengawasi. Sedangkan Lembaga Administrasi
Negara menyimpulkan akuntabilitas sebagai kewajiban seseorang atau unit
organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalaian
sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam
rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban
secara periodik.

Hughes dalam Joko Widodo (2001:147) menegaskan bahwa ”Government

organitation are created by the public and to be accountability to if,” (organisasi
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pemerintah dibuat oleh publik, karenanya perlu mempertanggungjawabkannya
kepada publik). Adanya pertanggungjawaban tersebut, disebabkan karena aparatur
pemerintahan dibebani kewajiban untuk bertindak selaku penanggung gugat atas
segala tindakan, dan kebijaksanaan yang ditetapkannya. Sebagai konsekuensi dari
adanya asas Negara hukum, baik menurut konsep rule of law maupun rechtsstaat,
atau democratische rechtsstaat, yaitu negara demokrasi yang berdasar atas hukum
(constitutional ~ democracy), maka  pemerintah  harus  memberikan
pertanggungjawaban terhadap apa yang menjadi sikap, perilaku, dan tindakannya
kepada rakyat, dalam kerangka menyelenggarakan, atau menjalankan fungsi
pemerintahan.

Bersamaan dengan itu, Indonesia sebagai Negara hukum di dalamnya
terkandung pengertian adanya pengakuan pada prinsip supremacy of law dan
constitutionalism, yang pada hakikatnya bahwa dalam Negara hukum, hukum
harus menjadi penentu segala-galanya sesuai dengan doktrin the rule of law.
Dalam kerangka the rule of law, hukum harus diyakini adanya pengakuan, bahwa
hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (supremacy of law), adanya
persamaan dalam hukum dan pemerintahan (equality before the law) dan
berlakunya asas legalitas dengan segala bentuknya dalam praktek (due proces
law).

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan
sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan
pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi

daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media
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pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun
kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus
bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat
dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah
(Hari Sabarno, 2007: 129). Sejalan dengan hal di atas, Hiskia dan Ambar
(2011:71) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu
media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Di dalam lingkungan birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah
merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi bersangkutan.
Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas, pertanggungjawaban,
tanggung gugat. Akuntabilitas salah satunya dapat dilihat sebagai faktor
pendorong yang menimbulkan tekanan kepada actor aktor terkait untuk
bertanggung jawab atas ,pelayanan publik dan jaminan adanya kinerja pelayanan
publik yang baik (Tri Ratnawati, 2006: 220).

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan
melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada
pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas
pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek
kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun

tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh
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pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan
pertanggungjawaban (Hiskia dan Ambar, 2011:71). Dalam hal penyelenggaraan
pemerintah daerah, teknis pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah
Daerah kepada DPRD. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
pertanggungjawaban yang dilakukan meliputi: Pertama, pertanggungjawaban
akhir tahun anggaran, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang
didasarkan pada penilaian program strategis yang dilaksanakan. Kedua,
pertanggungjawaban akhir masa jabatan, yakni pertanggungjawaban pada akhir
masa jabatan seorang Kepala Daerah yang menentukan apakah seseorang dapat
dapat dicalonkan kembali atau tidak sebagai Kepala Daerah. Ketiga,
pertanggungjawaban hal tertentu, hal ini berkaitan apabila terjadi dugaan pidana
yang dilakukan Kepala Daerah sehingga menyebabkan terkikisnya kepercayaan
publik secara luas.

Hakikat dari bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah untuk mengukur
kinerja Pemerintah Daerah dalam suatu periode pemerintahan tertentu. Sistem
akuntabilitas harus dilaksanakan secara jelas dan transparan dengan ukuranukuran
tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dengan
demikian, kinerja Pemerintah Daerah beserta output yang dihasilkan dalam
pelaksanaan otonomi senantiasa dapat diukur untuk meningkatkan Kinerja

pemerintahan dari waktu ke waktu (Hari Sabarno, 2007:131).
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2. Tipe Akuntabilitas

Menurut Jabra dan Dwidevi sebagaimana yang dijelaskan oleh Sadu
Wasistiono (2007: 50) mengemukakan adanya lima perspektif akuntabilitas yaitu:
(1) akuntabilitas administratif, (2) akuntabilitas legal, (3) akuntabilitas politik, (4)
akuntabilitas profesional, (5) akuntabilitas moral. Akuntabilitas administratif yaitu
dimana di dalamnya terdapat pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang
dengan unit bawahanya dalam hubungan hirarki yang jelas. Akuntabilitas yang ke
dua yaitu akuntabilitas legal, akuntabilitas jenis ini merujuk pada domain publik
dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif.

Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil
oleh pejabat publik maupun pembatalan suatu peraturan oleh institusi yudikatif.
Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan dalam akuntabilitas politik, didalamnya terkait dengan adanya
kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas
dan pendistribusian sumber-sumber dan menjamain adanya kepatuhan
melaksanakan tanggungjawab administrasi dan legal . Akuntabilitas ini
memusatkan pada tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi publik.
Dalam akuntabilitas profesional, di dalamnya berkaitan dengan pelaksanaan
kinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi
yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan
tindakan. Sedangkan dalam akuntabilitas moral, berkaitan dengan tata nilai yang

berlaku di kalagan masyarakat . Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau
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buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan
hukum/pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat.

Hari Sabarno (2007: 131) menyatakan bahwa dalam pelaksanaanya
terdapat dua jenis akuntabilitas, yaitu akuntabilitas internal dan akuntabilitas
eksternal. Akuntabilitas internal merupakan akuntabilitas yang dilaksanakan oleh
bawahan terhadap atasan. Akuntabilitas secara internal sangat berkaitan erat
dengan perencanaan program, pelaksanaan program, dan kontrol birokrasi.
Sedangkan akuntabilitas eksternal sangat berbeda dengan akuntabilitas internal,
hal ini disebabkan karena akuntabilitas eksternal bukan merupakan akuntabilitas
dalam lingkup satu organisasi. Akuntabilitas eksternal merupakan
pertanggungjawaban suatu badan atau lembaga kepada lembaga atau badan yang
berada di luar struktur kelembagaannya.

3. Parameter Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Untuk menilai kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan
harus dengan parameter dan tolak ukur yang pasti. Hal ini dimaksudkan agar
kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik dapat dikontrol dengan
kriteria yang terukur. Terdapat tiga aspek untuk menilai akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan, ketiga aspek tersebut adalah: (1) parameter kerja,
(2) tolak ukur yang obkektif, (3) tata cara yang terukur. Parameter kenerja
pemerintah harus dijadikan acuan untuk menilai apakah suatu program yang
direncanakan berhasil atau tidak dan upaya untuk mengevaluasi kenerja
pemerintahan yang telah dilaksanakan pada periode tersebut. Selanjutnya tolak

ukur yang objektif merupakan syarat penting dalam menilai keberhasilan suatu
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program pemerintah. Hal ini terkait erat dengan penilaian suatu
pertanggungjawaban. Oleh karena itu tolak ukur keberhasilan pemerintahan harus
objektif dan jelas. Selain kedua aspek tersebut, masih diperlukan juga tata cara
terukur untuk menilai kinerja pemerintah. Misalnya dalam penilaian laporan
pertanggungjawaban Kepala Daerah, harus dilakukan dengan metode yang
sistematis dan terukur (Hari Sabarno, 2007: 132). Selain ketiga aspek di atas,
standar pelayanan minimal juga termasuk dalam salah satu parameter dan tolak
ukur penyelenggaraan pemerintahan.

Pelayanan atau service merupakan kata kunci otonomi. Karena otonomi
adalah milik masyarakat, yang dijalankan oleh pemerintah adalah akuntabilitas
pemerintah kepada masyarakat, hal ini dapat dilihat dari jenis dan kualitas
pelayanan yang disediakan untuk masyarakat. Masyarakat memberikan legitimasi
politik kepada wakil rakyat yang dipilih dalam pemilu untuk mengatur rakyat.
Pengaturan rakyat diwujudkan dalam bentuk upaya untuk mensejahterakan rakyat.
Tingkat kesejahteraan akan terkait erat dengan tingkat pelayanan yang disediakan

oleh pemerintah kepada rakyat.

2.4 Pemerintahan Desa

a. Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang
penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu
proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan

usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Maria Eni
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Surasih, 2002: 23). Sebelum lahirnya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang
Pemerintah Daerah berlaku kebijakan Pemerintah Desa dengan Undang-Undang
Pemerintah Desa No. 5 tahun 1979 yang menyatakan bahwa desa adalah suatu
wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat
termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat huklum yang mempunyai organisasi
pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan
rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Rumusan tersebut memuat konsep hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya
sendiri, namun jugs disebutkan bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan
terendah di bawah camat.

UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menempatkan desa
sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak dan berwenang untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul
desanya. UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dipandang terlalu
liberal dan federalistik, sehingga dikhawatirkan dapat mengancam keutuhan
NKRI. Pembagian kewenangan terlalu mutlak pada daerah membuat perimbangan
kekuasaan antara pusat dan daerah tidak proporsional, sehingga kontrol pusat dan
provinsi terhadap daerah hilang. Dihawatirkan UU ini rentan melahirkan konflik
dan masalah di tengah masyarakat. Karena berbagi kelemahan tersebut, maka UU
No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah diganti dengan berlakunya UU No.
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam konteks otonomi desa terdapat
perbedaan mendasar antara UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

dengan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat perubahan
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positif dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan juga
peraturan pelaksaannya yaitu PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang dapat
mendorong peningkatan otonomi lokal dan desa, antara lain:

a. Ditentukannya pemilihan langsung bagi kepala daerah dan wakil kepala
daerah sebagaimana diatur dalam pasal 56 sampai 119. Model pemilihan
langsung ini membawa banyak keuntungan terutama dalam kerangka
demokratisasi, dimana aspirasi rakyat tidak mungkin lagi direduksi oleh
kekuatan parpol.

b. Pengaturan tentang kewenangan yang menurut pasal 206 jo. Pasal 7 PP No
72 Tahun 2005 tentang Desa, rasanya lebih komprehensif, karena
implikasi yuridisnya juga diatur dalam pasal 10 ayat 3 dimana desa
mempunyai hak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak
disertai dengan pembiayaan, prasarana, dan sarana serta sumber daya
manusia.

c. Dalam pengaturan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menegaskan bahwa daerah akan mendapatkan bagian (alokasi). Hal ini
tentu berbeda dengan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah yang menggunakan istilah bantuan keuangan. Bagian keuangan
desa secara relativ pasti telah ditentukan dalam Pasal 68 PP No 72 tahun
2005 tentang Desa, yaitu sebesar minimal 10% dari hasil bagi pajak daerah
dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang

diterima kabupaten/kota.
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b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD). Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa dan
Perangkat Desa. Sesuai dengan PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 29
dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah “lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam pentelenggaraan pemerintahan desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintah”. Anggota Badan Permusyawaratan
Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan
wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat (PP Nomor 72
Tahun 2005, Pasal 29)

Pemerintahan Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya “Otonomi
Desa” Pemerintahan Desa diartikan sebagai : “Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan Pemerintah, sehingga
Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan
Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati” (Widjaja,
2003: 3).

Berdasar PP No 72 tahun 2005 pasal 30 tentang Desa dijelaskan bahwa
anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Ketua Rukun Warga,
pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka
masyarakat lainnya. Sedangkan masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan
Desa adalah enam tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk satu

kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah
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ganjil, paling sedikit lima orang dan paling banyak sebelas orang dengan

memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

2.5 Definisi konsep

Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang di rumuskan atas
dasar generalisaasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau
individu tertentu.( Masri singarimbun 2006 : 34)

Untuk memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing
konsep guna menghindari adanya salah pengertian, maka defenisi beberapa
konsep yang akan dipakai dalam penelitian ini akan di kemukakan sebagai
berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah pelaksanaan pemerintahan
desa seperti melaksanakan implementasi peraturan desa, anggaran
pendapatan dan belanja desa.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2.6 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah unsur-unsur yang memberikan bagaimana

cara mengukur suatu variable sehingga dengan pengukuran tersebut dapat
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diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk di analisis

dari variable tersebut (masri singarimbun, 2006:46)

Dalam penulisan proposal penelitian ini, peneliti membuat variable
dengan indikator sebagai berikut. Adapun variable penelitian ini adalah
“Pengetahuan aparatur pemerintah desa mengenai otonomi desa”. Jika
dilihat dari Pengetahuan aparatur pemerintah desa dapat diambil indikator
sebagai berikut:

1. Pengetahuan Aparatur pemerintahan desa mengenai tata cara
menjalankan  pemerintahan desa seperti akuntabilitas dalam
menjalankan pemerintahan. Terdapat 3 aspek dalam menilai
akuntabilitas menjalankan pemerintahan desa yaitu :

a. Parameter kerja. Parameter kerja pemerintah harus dijadikan acuan
untuk menilai apakah suatu program yang direncanakan berhasil
atau tidak dan upaya untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan
yang telah dilaksanakan pada periode tersebut.

b. Tolak ukur yang objektif. Merupakan hal yang sangat penting
dalam menilai suatu program pemerintan dan dalam hal ini
aparatur pemerintah desa harus menguasai sepenuh nya mengenai
tolak ukur yang objektif.

c. Tata cara yang terukur. Hal ini sangat penting dan harus dilakukan
dengan metode yang sistematis dan terukur (Hari Sabarno,

2007:132)

27



2. Pengetahuan aparatur pemerintahan desa mengenai wewenang dan

kewajiban nya sebagai pelaksana pemerintahan tertuang dalam Pasal

14 PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa;

a. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang
di tetapkan bersama BPD.

b. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan
bersama BPD.

c. Membina kehidupan masyarakat desa.

d. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Gambar 2.1 Konsep Operasional

Pengertian Aparatur
Pemerintah Desa

Pengetahuan tentang Pengetahuan tentang
tata cara menjalankan wewenang dan kewajiban

Berdasarkan kewajiban
bersama BPD

Prameter kerja

Tolak ukur yang Menetapkan peraturan
objektif desa
Tata cara yang terukur Membina kehidupan
masyarakat desa
|
Menjalankan pemerintahan Mengkoordinasikan
sesuai otonomi desa pembangunan desa

Sumber : Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014
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